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Abstrak
 

Meningkatnya pengguna internet dan juga penetrasi telepon seluler mengakibatkan masyarakat telah

melakukan transaksi elektronik. Walau elektronik menghemat banyak waktu dan biaya ketimbang transaksi

konvensional, namun transaksi via sistem telekomunikasi konvensional (circuit switching) ini relatif lebih

aman ketimbang transaksi melalui internet (packet switching). Mengingat begitu pentingnya nilai dari

sebuah transaksi, maka dalam menjamin keamanan bertransaksi yang dilakukan secara elektronik dapat

sama seperti transaksi secara konvensional mengakibatkan munculnya tanda tangan elektronik.

Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik (TTE) membawa

perubahan besar dalam menjamin autentikasi dan verifikasi serta dengan menghadirkan alat bukti baru pada

hukum pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian TTE semakin kuat dengan adanya penyelenggara sertifikasi

elektronik (Certificate Authority/CA) sehingga CA memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dari

data dan informasi para pihak terkait. Baru-baru ini penyelenggara tanda tangan digital di Belanda, yaitu

DigiNotar, mengalami masalah dan menuai tanggung jawabnya sebagai CA. Disisi lain, Indonesia yang

telah menggunakan CA asing pada bank-bank Indonesia dan telah tumbuhnya CA asing hendaknya dapat

belajar dari kasus DigiNotar tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum TTE dan transaksi elektronik dalam

konteks ilmu hukum serta mengkaji dan menganalisis tanggung jawab penyelenggara tanda tangan

elektronik di Belanda dan Indonesia dengan menerapkan beberapa faktor dalam ketentuan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum

positif yang mengatur dan berkaitan dengan TTE dan tanggung jawab CA sedangkan data dalam penelitian

ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai

literatur, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan

pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang tanggung jawab hukum penyelenggara

tanda tangan elektronik.

......The increase of Internet users and mobile phone penetration has resulted in the electronic transactions.

Although electronic saves a lot of time and cost than conventional transactions, but transactions via

conventional telecommunications systems (circuit switching) is relatively more secure than transactions over

the Internet (packet switching). To realize the importance of the value of a transaction, Thus to ensuring

security of transactions conducted electronically can be the same as in the conventional transaction resulted

in the emergence of Digital signatures.

With the legal provisions governing of the Electronic Signatures (e-sign) brought major changes to ensure

the authentication and verification as well as by presenting new evidence on the law of evidence. The power

value of the e-sign more strength by the organizers of the electronic certification (Certificate Authority /

CA) so that CA has an important role in maintaining the security of data and information related parties.

Recently, new digital signature providers in the Netherlands, ie: DigiNotar, having problems and reap the
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responsibility as a CA. On the other hand, Indonesia has used foreign CA on banks in Indonesia and has

been the growth of private CA must be able to learn from the case DigiNotar.

The purpose of this study was to determine the legal provisions of e-sign and electronic transactions in the

context of legal science as well as review and analyze the responsibility of the electronic signature in the

Netherlands and Indonesia by implementing some of the factors in the law. This study uses an empirical

approach, juridical, to conduct an inventory of the positive law governing and relating to the e-sign and

responsibilities CA while the data in this study were analyzed by qualitatively ie: the secondary data such as

theory, the definition and substance of the literature, and legislation and regulations, and then analyzed with

the laws, theories and opinions of relevant experts, in order to get conclusions about the legal

responsibilities of providers of electronic signatures.


